
 
 

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753 
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Nomor 

 
: 

 
298/PM.00.02/K.RA-10/08/2024        

S 
    Selatpanjang, 27 Agustus 2024 

Sifat : Penting  
Lampiran : - 
Perihal : Imbauan Penelitian persyaratan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Kepulauan Meranti Tahun 2024 

 
Yth. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti 
di- 

Tempat 

A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 

Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil 

Walikota; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;  

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; 



 
 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang 

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota. 

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 

Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2024. 

 

B. Imbauan 

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas 

dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga 

terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah 

terjadinya pelanggaran terhadap tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 

Kepulauan Meranti tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan 

Meranti menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 



 
 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya mengatur “penelitian 

persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota”; 

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya mengatur “Pengawasan 

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota”;  

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

pada pokoknya mengatur bahwa “mengawasi tahapan penyelenggaraan 

Pemilihan yang meliputi angka (3) pencalonan yang berkaitan dengan 

persyaratan dan tata cara pencalonan dan angka (4) proses dan 

penetapan calon”; 

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 



 
 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

pada pokoknya mengatur bahwa: 

a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota 

dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik; dan/atau 

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 

(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa:  

Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan 

administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau 

pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat 

melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika 

diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap 

keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota. 

Ayat (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan 



 
 

pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 

serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.  

Ayat (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan 

Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 

(dua) hari setelah penelitian selesai. 

Ayat (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) 

dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan 

Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi 

kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki 

persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak 

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU 

Kabupaten/Kota diterima. 

Ayat (5) Dalam hal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 

pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diajukan 

oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap 

sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai 

Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk 

mengajukan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 

serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 

pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil 

penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima. 

Ayat (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian tentang kelengkapan 

dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 

(5) dan memberitahukan hasilnya kepada pimpinan Partai Politik 

atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari 

sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) diterima. 

Ayat (7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

menetapkan pasangan calon yang diajukan tidak memenuhi 

syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat 

mengajukan pengganti. 



 
 

Ayat (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan 

kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan 

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan 

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda 

paling lama 10 (sepuluh) hari. 

Ayat (9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari 

setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8). 

Ayat (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan 

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan 

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU. 

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa: 

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 

melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon 

Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil 

Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan 

dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling 

sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling 

banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 



 
 

Ayat (2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja 

melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak 

seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil 

Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon 

dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan 

dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda 

paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta 

rupiah). 

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

pada pokoknya mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan 

mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, 

menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai 

surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh 

enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling 

sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak 

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”; 

8. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil 

Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota 

“Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada tanggal 29 Agustus s.d 4 

September 2024”;  

 



 
 

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan 

Meranti mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Petugas penelitian bersikap netral dan tidak memihak; 

2. Tata cara penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan 

pasangan calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan 

kejanggalan pada proses penelitian, keabsahan dan kebenaran persyaratan 

administrasi pasangan calon; 

4. Memberitahukan hasil penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran 

persyaratan administrasi pasangan calon secara tertulis kepada partai politik, 

gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan; 

5. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan Masyarakat; 

6. Memastikan proses pelaksanaan penelitian administrasi persyaratan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2024 

dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terima kasih. 

 
Badan Pengawas Pemilihan Umum 

 Kabupaten Kepulauan Meranti 
Ketua, 

 
 

 
 

Syamsurizal 
Tembusan, disampaikan kepada Yth.: 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;  
2. Arsip. 


